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ABSTRACT:

The science of Ushul Figh is one of the many disciplines that must be mastered by
everyone who wants to formulate a law. The academic argument about the importance
of ushul figh is a fact which shows that not all legal events that arise can be found
definitively in the Qur’an or the Prophet's hadith. This view is supported by the
analysis of the Imam Shafi'i, that according to him there are four patterns of
mentioning the instructions of the Qur’an, first, an explicit explanation of the
obligations that must be carried out by his creatures; second, the affirmation of some
obligations while the procedures for their implementation are explained through the
sunnah of the prophet; third, the determination of the hadith of the apostle for things
that are not definitively regulated in the Qur’an; fourth, obligations that must be sought
through the ijtihad mechanism. Included in the realm of ushul figih study is linguistic
analysis (ushuliyah-lughawiyah) of a lafadz concerning the clarity and obscurity of a
lafadz and its implications for its content. The clear category of lafadz (wudhuh)
includes dzahir, nash, mufassar and muhkam while the unclear lafadz category (ghairu
wudian al-dilalah) includes khafi, musykil, mujmal and mutysabih.

Keyword : ushul figh, ushuliyah-lughawiyah

ABSTRAK :

Ilmu Ushul Figh adalah satu di antara sekian banyak disiplin ilmu yang harus dikuasai
oleh setiap orang yang hendak merumuskan sebuah hukum. Argumen akademis
tentang pentingnya ushul figh adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa tidak
semua peristiwa hukum yang mengemuka dapat ditemukan hukumnya dalam al-Quran
maupun hadis nabi secara definitif. Pandangan ini didukung oleh analisa imam syafi’i,
bahwa menurutnya terdapat empat pola penyebutan petunjuk al-Quran, pertama,
penjelasan secara tersurat mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh
makhluknya; kedua, penegasan tentang beberapa kewajiban sementara tata cara
pelaksanaannya dijelaskan melalui sunnah nabi; ketiga, penetapan hadis rasul
terhadap hal-hal yang tidak diatur secara definitif dalam al-Quran; keempat,
kewajiban yang harus dicari melalui mekanisme ijtihad. Termasuk dalam ranah kajian
ushul figih adalah analisa kebahasaan (ushuliyah-lughawiyah) terhadap sebuah lafadz
menyangkut kejelasan dan ketidakjelasan sebuah lafadz serta implikasi
kandungannya. Kategori lafadz yang jelas (wudhuh) meliputi dzahir, nash, mufassar
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dan muhkam sementara kategori lafadz yang tidak jelas (ghairu wuduh al-dilalah)
meliputi khafi, musykil, mujmal dan mutysabih.

Kata kunci: ushul figh, ushuliyah-lughawiyah

PENDAHULUAN

Berbicara tentang hukum, baik hukum islam ataupun hukum umum tentu tidak terlepas
dari perbincangan mengenai metode penggalian hukum. Dalam hukum umum, terutama
dalam negara-negara yang menganut penerapan rowman law system diperkenalkan begitu
banyak metode yang diharapkan dapat menjadi istrumen penggalian hukum, katakanlah
seperti penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis dan lain sebagainya. Begitu pun dalam
hukum islam, dalam rangka penggalian terhadap hukum, juga diperkenalkan aneka metode
yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode penggalian hukum yang berangkat dari
analisa kebahasaan.

Dalam hal ini, disiplin ilmu ushul figh menemukan titik urgennya dalam rangka
menemukan pemecahan hukum terhadap persoalan yang mengemuka. Memang secara
aksiologis, disiplin ilmu ini memiliki sekian banyak kegunaan sebagaimana telah
diintrodusir oleh para ulama. Secara historis, ilmu ushul figih dapat membantu untuk
mengetahui kaidah serta metode istinbath yang dilakukan oleh para mujtahid dalam
memperoleh kesimpulan hukum melalui metode ijtihad yang mereka susun. Selain itu,
secara ilmiah dan amaliah ilmu ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai syarat-
syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid sehingga dapat menggali hukum-hukum
syara’ dari suatu nash.

Kemudian dalam ijtihad, ia telah menuntun seorang mujtahid dalam menemukan
putusan hukum terhadap persoalan baru yang tidak terakomodir dalam sebuah nash serta
tidak ada ketetapan hukumnya di kalangan ulama terdahulu. Manfaat lainnya, ilmu ini
dapat memperbandingkan cara istinbath dan hasil putusan hukum yang dilakukan para
mujtahid sehingga dikethaui pendapat yang rajih dan marjuh. Secara sosial, ilmu ushul figh
dapat digunakan untuk menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan dalam
memutuskan hukum terhadap persoalan-persoalan sosial yang terus berkembang, sedangkan
manfaat secara agama, tentu saja ilmu ushul figh digunakan dalam rangka memahami
maksud yang dikehendaki oleh syari’ dengan tujuan dapat mengantarkan manusia mencapai

kebahagiaan dunia dan akhirat.'

! Dikutip dari Nasrun Haroen, Ushul Figh I (Jakarta: Logos, 1996), 5-6
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Munculnya metode penggalian hukum sebagaimana disebutkan di atas sudah barang
tentu sebagai konsekuensi logis dari rumusan sebuah peraturan yang bersifat global.
Terlebih jika berbicara dalam konteks hukum islam, pemaparan ayat-ayat al-Quran sering
kali berbicara dalam rumusan hukum yang sangat global. Sehingga tidaklah berlebihan
sekalipun al-Quran dikatakan sebagai sumber hukum yang shalih li kulli zaman wa makanin
masih bersifat dependen terhadap instrumen penafsiran baik melalui hadis nabi ataupun
analisa ushuliyyah, dengan kata lain, keshalihan al-Quran untuk berbicara dalam lintas
ruang dan waktu sangatlah bergantung terhadap metode penafsiran. Begitu pun dengan
sunnah nabi yang kadang kala bersifat multi interpretatif juga membutuhkan metode
penyelesaian tersendiri.

Kaitannya dengan inilah, apa yang disebutkan oleh imam al-Syafi’i dalam al-
Risalahnya menyangkut penjelasan tentang bayan® yang secara tegas menyebutkan pola-
pola penyebutan petunjuk ayat al-Quran yang sering kali tidak menunjukkan terhadap
hukum yang bersifat tafshili’ dapat dijadikan sebagai justifikasi terhadap pentingnya
metode penggalian terhadap hukum yang terkandung di dalamnya. Namun demikian,
luasnya persoalan menyangkut metode penggalian hukum yang berangkat dari analisa
kebahasaan, dalam makalah ini penulis hanya mengkaji tentang analisa kebahasaan dari sisi
kejelasan dan ketidakjelasan sebuah lafadz serta implikasi makna yang terkandung dalam
sebuah lafadz.

PEMBAHASAN
Tinjauan Terhadap Lafadz dari Sisi Kejelasan Maknanya

Sebuah lafadz dikatakan memiliki implikasi makna yang jelas manakala ia menunjuk
pada makna dengan jelas tanpa membutuhkan keterangan tambahan di luar lafadz itu
sendiri. Dalam tinjauan ushuliyyun, lafadz yang demikian ini terbagi ke dalam empat bagian

sebagaimana berikut:

? Bayan adalah suatu ungkapan yang tegas yang ditujukan kepada lawan bicara dengan bahasa siapa al-
Quran itu diturunkan, sehingga bagi orang yang mengerti bahasa tersebut, akan dapat memahaminya dengan
mudah sekalipun sangat mungkin dengan penekanan yang berbeda-beda. Maftukhin, Logosentrisme
Metafisika Islam: Kritik atas al-Risalah al-Syafi’i (Yogyakarta: Teras, 2009), 42-43; Moh. Sahlan,
“Membaca” al-Risalah Imam al-Syafi’i, dalam Syamsul Bahri “Metodologi Hukum Islam” (Yogyakarta:
Teras, 2008), 33

* Dalam analisa Syafi’i, terdapat empat pola penyebutan petunjuk al-Quran, pertama, penjelasan secara
tersurat mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh makhluknya; kedua, penegasan tentang beberapa
kewajiban sementara tata cara pelaksanaannya dijelaskan melalui sunnah nabi; ketiga, penetapan hadis rasul
terhadap hal-hal yang tidak diatur secara definitif dalam al-Quran; keempat, kewajiban yang harus dicari
melalui mekanisme ijtihad. Lihat dalam, Muhammad Khudhori Beik, Tarikh al-Tasyri’ al-Isiami (Beirut: Dar
al-Kutub Ilmiyah, t.t), 148
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Dzahir

Dzahir secara bahasa berarti al-Wuduh (Jelas).* Al-Wuduh yang dimaksud dalam
pengertian ini bisa saja menunjuk kepada pengertian kejelasan makna dari sebuah lafadz
tanpa harus membutuhkan qarinah yang lain sebagaimana akan terlihat pada contoh dalam
bahasan selanjutnya. Sedangkan dzahir dalam terminologi ushuliyyun dimaksudkan sebagai
lafadz yang menunjukkan makna yang segera dapat dipahami berdasarkan pada redaksi dari
kalimat itu sendiri, sekalipun begitu, makna tersebut pada hakikatnya bukanlah makna yang
dimaksud dalam konteks kalimatnya. Selain itu, ia masih mungkin untuk menerima ta’wil.’

Beberapa contoh yang tergolong ke dalam kelompok dzahir ini adalah sebagai berikut:

1. Qs. Al-Baqarah: 275

3T

‘}:).H %;,;-j CV,H A J}-l}
2. Qs. Al-Nisa’: 3

deo
i G LT 52 S Ob Lol
3. Qs. Al-Hasyr: 7
Tpemls i 1K U 55055 U,0 01 K8 B
Mengacu kepada makna dzahir sebagaimana disebutkan di atas, maka secara sangat
sederhana masing-masing dari ketiga ayat di atas memberikan pemahaman sebagai berikut.
Surat al-Baqarah ayat 275 dapat dipahami sebagai bentuk penghalalan terhadap jual beli
serta larangan terhadap praktek riba. Pada ayat 3 surat al-Nisa’ diperoleh pemahaman akan
kebolehan menikahi perempuan yang halal untuk dinikahinya, sementara pada surat al-
Hasyr ayat 7, pemahaman yang secara sederhana adalah kewajiban untuk mentaati Rasul
dalam setiap hal yang diperintahkan serta meninggalkan segala hal yang dilarangnya.’
Pemahaman di atas diperoleh berdasarkan pada makna yang secara langsung dapat
ditangkap dari redaksi ayat. Terhadap pemahaman jenis ini —sekalipun masih dimungkinkan
untuk menerima ta’wil’ —diberlakukan sebuah kaidah “wajib mengamalkan pengertian
dzahir dari suatu ayat atau hadis selama tidak ada dalil atau qarinah yang memalingkan
kepada pengertian yang lain.®

* Satria Efendi M. Zein, Ushil Figh (Jakarta: Kencana, 2005), 220

° Lihat dalam, Wahbah al-Zuhaili, al-Wajiz Fi Ushul al-Figh (Damasqus: Dar al-Fikr, 2007), 175;
Abdul Wahhab Khallaf, ‘//m al-Ushul al-Figh (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2007), 127

% Ibid., 128

7 Ta’wil adalah memalingkan dari pengertian secara dzahir kepada pengertian yang lain. Lihat,
Wahbah, al-Wajiz, 176

8 Satria, Ushul, 224
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Nash

Nash menurut definisi yang diformulasikan oleh al-Sarakhsi adalah lafadz yang
mempunyai derajat kejelasan diatas dzahir dengan qorinah yang menyertai lafadz dari
mutakallim.” Dengan kata lain, nash berarti lafal yang menunjukkan pengertiannya secara
jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan sesuai dengan konteksnya.'®
Sekalipun nash dianggap lebih menunjukkan implikasi pemaknaan yang lebih jelas
dibandingkan dengan dzahir, nash juga berpeluang untuk dita’wil sebagaimana halnya
dzahir.'" Dengan demikian, kejelasan nash disebabkan oleh qorinah yang yang terdapat
dalam susunan lafadz itu sendiri, sehingga contoh yang telah disebutkan dalam pembahasan
dzahir, bisa memiliki pengertian yang berbeda jika dipahami dengan memperhatikan
qarinah yang terdapat dalam redaksi kalimatnya.

Pada surat al-Baqarah ayat 275 yang secara dzahir hanya memberikan pemahaman
akan kehalalan jual beli dan keharaman riba, jika dipahami dengan memperhatikan qarinah
yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu: L2\ e @J‘ &) i e@—“—’ <l | maka ayat tersebut
berarti menafikan persamaan antara jual beli dan riba serta bantahan terhadap orang kafir
yang mempersamakan kedua jenis transaksi tersebut. >

Begitu juga surat al-Nisa’ ayat 3 yang secara dzahir hanya memberikan pengertian
akan kebolehan menikahi perempuan yang disenanginya, dengan memperhatikan pada
qarinah yang bersifat limitatif, yakni dua, tiga, atau empat, maka ayat tersebut sebenarnya
memberikan pengertian lain yakni adanya batasan bagi seorang laki-laki untuk menikahi
seorang perempuan, yakni empat orang istri." Sementara pada ayat yang terakhir, yaitu
surat al-Hasyr ayat 7, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, secara nash,
ayat tersebut tidak berbicara tentang ketaatan seorang kepada Rasululllah dalam setiap
halnya, karena konteks ayat tersebut adalah mengenai pembagian harta rampasan.'*

Dari sisi hukum pengamalannya, pengertian secara nash harus diamalkan sebagaimana
juga pemahaman secara dzahir selama tidak ada dalil yang menghendaki untuk

dilakukannya sebuah ta’wil."

? Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al- Sarakhsi, Ushul al-Sarakhsi (Hindia: Lajnah Thya al-Ma’arif
al-Nu’maniyyah, t.t), 164

"% Satria, Ushul, 224

' Abd. Rahman Dahlan, Ushil Figh (Jakarta: Amzah, 2010), 265

12 Sarakhsi, Ushul, 164

Y Romli S.A., Mugaranat al-Madhahib F7 al-Ushil (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 227
" Khallaf, ZImu, 127

"* Dahlan, Ushul, 266
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Mufassar

Mufassar di kalangan ushuliyyun diartikan sebagai lafadz yang menunjukkan kepada
makna yang jelas dan terperinci sehingga tidak ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada
pemahaman lain.'® Maka dari sinilah, terhadap mufassar ini sebagaimana dikemukakan
Wahbah Zuhayli, hukumnya adalah wajib untuk diamalkan sesuai dengan pengertian yang
ditunjuknya dan tidak dapat dilakukan takhshis, namun masih terbuka peluang untuk
dinasakh pada masa Rasul masih hidup."’

Kejelasan dan keterperincian dalalah mufassar adakalanya ditunjuk oleh siyaq al-
kalam yang terkandung dalam satu kalimat dan adakalanya diperjelas oleh baginda Rasul
melalui hadisnya.

Untuk model pertama, beberapa contoh yang dapat dimasukkan adalah:
1. Qs. Al-Nur: 2
sala L Lagla a5 O 1080 3505 4200 30

Terjemahan :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang
dari keduanya seratus kali dera

2. Qs. Al-Nur: 4 ’
s (el b A el Aanly | A 8 il 55 il
Terjemahan :

“ Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan
mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh
itu) delapan puluh kali dera”

3. Qs. Al-Taubah: 36

AR &6 8 WS K 8 el 158 5

Terjemahan :

“dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi
kamu semuanya’.

Ketiga contoh yang terdapat pada ayat di atas dengan tegas memberikan pengertian
yang tidak mungkin dipalingkan kepada pengertian lain. Jumlah seratus sebagai sanksi bagi
pezina maupun jumlah delapan puluh sebagai sanksi bagi orang yang menuduh berzina
adalah makna yang tegas dalam artian tidak kurang dan tidak lebih. Begitu pula dengan

16 Satria, Ushul, 225
7 Wahbah, al-Wajiz, 179; Dahlan, Ushill, 266
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kata “kaffah” yang berarti secara keseluruhan tentu saja tidak mungkin dipalingkan kepada
makna sebagian.
Sedangkan untuk model yang kedua, yaitu dalalah mufassar yang diperjelas oleh hadis

nabi, dapat dicontohkan sebagai berikut:
1. Qs. Al-Baqarah: 43

555 1 155053 L)1 154,305
Terjemahan :
“Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat’.

2. Qs. Al Imran: 97
S ) fUatal o e il o 0T Jo
Terjemahan :
“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang

yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah”™
3. Qs. Al-Bagarah: 275

£
‘/

‘y;” 23 el AT
Terjemahan :
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Keempat persoalan sebagaimana tersebut pada ayat di atas, yaitu mengenai shalat,
zakat, haji dan jual beli tidak dirinci secara jelas dalam al-Quran, sehingga dalam hal ini,
hadis nabi berfungsi untuk memberikan perinciannya baik melalui sabda nabi ataupun

tindakannya yang dalam istilah hadis, penjelasan nabi ini disebut sebagai tafsir tasyri’i. 18

Muhkam

Muhkam adalah lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksud,yang memang
didatangkan untuk makna itu. Lafadz ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi adanya
ta’wil dan takhshis. Bahkan terkadang disertai dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa
lafadz itu tidak menerima adanya nasakh."

Dalalah muhkam ini wajib untuk diamalkan dan tidak dapat dilakukan ta’wil bahkan
muhkam tidak mengandung kemungkinan untuk dinasakh baik pada saat Rasulullah masih

hidup atau setelah wafatnya beliau. Tidak terbukanya kemungkinan untuk nasakh, karena

'8 Wahbah, al-Wajiz, 178
' Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh (Bandung: pustaka Firdaus, 2008), 178
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muhkam lebih terkait dengan hukum-hukum yang bersifat asasi,* seperti dasar-dasar
keimanan kepada Allah, keimanan terhadap kitab Allah, keimanan terhadap malaikat Allah,
keimanan kepada para utusan Allah, serta keimanan terhadap hari kiamat.'
Tinjauan Terhadap Lafadz dari Sisi Ketidak Jelasan Maknanya

Sebuah lafadz dikatakan mengandung dalalah yang tidak jelas manakala lafadz tersebut
dengan sendirinya tidak bisa menunjukkan kepada arti yang dimaksud sehingga untuk
memahaminya diperlukan faktor (qarinah) dari luar.** Jika nash atau dalil itu bisa
dihilangkan kesamarannya dengan jalan meneliti dan melakukan ijtihad, maka dalil itu
disebut khafi,atau al-musykil. Dan jika kesamarannya itu tidak bisa dihilangkan kecuali
dengan mengambil penjelasan dari syari’ itu sendiri, maka dalil itu disebut mujmal. Dan
jika sama sekali tidak ada jalan untuk memperjelas kesamarannya itu, maka disebut
mutasyabih.”

Dalam hal ini, terkait dengan tingkat ketidak jelasan sebuah dalil, para ushuliyyun
membagi ke dalam empat tingkatan sebagai berikut:
Khafi

Dalam pandangan wushuliyyun, khafi adalah sebuah lafadz yang dari segi
penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidak jelasan itu timbul ketika
menerapkan pengertian yang dimaksud oleh lafadz tersebut kepada kasus tertentu, yang
mana ketidak jelasan itu disebabkan oleh bentuk kasus yang tidak persis sama sebagaimana
kasus yang ditunjuk oleh sebuah lafadz.**
Untuk lafadz yang tingkat ketidak jelasannya masuk ke dalam kategori khafi ini dapat

dicontohkan dengan istilah “pencuri” sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran surat al-

Maidah: 38 yang berbunyi:
Ledooal Toalad(s 33,LE0T5 3,LE0T;

Terjemahan :
“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya”

20 Romli, Muqgaranah, 228
! Wahbah, al-Wajiz, 179
2 Wahbah, al-Wajiz, 182
 Khallaf, Zimu, 134
24 Satria, Ushil, 226
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Term pencuri sebagaimana dimaksudkan pada ayat al-Maidah ini pada hakikatnya
telah jelas menunjukkan kepada arti pencuri secara umum, yaitu orang yang mengambil
harta orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak baginya.”> Kemudian
ketidak jelasan akan muncul manakala dalil yang dikandung oleh ayat tersebut diterapkan
pada kasus yang berbeda semisal terhadap pencopet yang dalam prakteknya dilakukan
dengan cara memanfaatkan kelalaian orang lain. Maka dari situlah, terhadap lafadz yang
bersifat khafi ini, ijtihad menjadi wajib untuk dilakukan dalam rangka menentukan apakah
perbuatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam cakupan lafadz sebagaimana tercantum
dalam surat al-Maidah di atas ataukah sebaliknya.26
Musykil

Musykil didefinisikan oleh Abu al-Ainaini Badran sebagaimana dikutip oleh
Djamaluddin Miri adalah lafadz yang signifikansi maknanya samar karena ada penafian
lafadz.>” Rumusan lain dikemukakan oleh Wahbah Zuhayli, menurutnya, musykil adalah
lafadz yang shigotnya tidak menunjuk secara langsung terhadap makna yang dikehendaki

® Dengan demikian, maka ketidak

sehingga diperlukan garinah untuk memahaminya.”
jelasan makna yang terdapat pada term musykil bukan terletak pada unsur di luar makna
yang dikandungnya, melainkan ketidak jelasannya berasal dari kandungan makna itu sendiri
yang bersifat musytarak. Inilah yang sekaligus menjadi pembeda antara khofi dan
musykil.29

Dalam hal ini, Wahbah memberikan tiga contoh yang tergolong ke dalam kategori
musykil, yaitu:

1. Qs. Al-Baqarah: 223

P

T
P . ‘w;
T
z

< O R T
Terjemahan :
“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka

datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”

5 Satria, Ushil, 227
2 Wahbah, al-Wajiz, 183

*" Djamaluddin Miri, Lafadz yang Jelas dan Samar serta Signifikansinya pada Hukum, dalam, Syamsul
Bahri “Metodologi”, 221

8 Wahbah, al-Wajiz, 183

%% Perbedaan ini antara lain terdapat dalam Djamaluddin, Lafadz, 221
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2. Qs. Al-Baqarah: 228

} PR 2 T 82

;jj? als u.@.ma_:b J«;C,_G.Ua.o.“j
Terjemahan :

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”
3. Qs. Al-Baqarah: 237

P

13

l

CK.;J g ;o.,\._: LS-d‘ b.njz.:)\\)}n.u
Terjemahan :

“Kecuali jika isteri-isterimu itu mema'atkan atau dima'atkan oleh orang yang
memegang ikatan nikah”

Pada ayat pertama, lafadz “anna’ bisa saja bermakna “kaifa’ sebagaimana tersebut
dalam surat Maryam ayat 20 (anna yakunu [f ghulamuin)’®, dan bisa juga bermakna “aina”
sebagaimana tersebut dalam surat Alu ‘Imran ayat 37 (Anna laki hadha).’' Begitu pula
dengan makna Quru’ yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 228. Ia menimbulkan makna
yang musytarak antara makna haid dan tuhur. Bagi ulama-ulama Hanafiyah dan Hanabilah,
Quru’ berati haid, sementara bagi golongan Malikiyah dan Syafi’iyyah, Quru’ diartikan
dengan suci.

Kemudian pada ayat yang terakhir, yakni al-Baqarah ayat 237, yang menimbulkan
makna musytarak adalah lafadz biyadihi ‘ugdat al-nikah. Lafadz ini bisa berarti para pihak
yang mengakhiri pernikahannya (suami atau isteri) sebagaimana dikemukakan oleh Jumhur

al-‘Ulama’ selain Malikiyah, dan dapat pula berarti wali nikah.”

3% Qs. Maryam ayat 20 berbunyi:
1% R P il P RN A T
L""""“[’J)NW jvﬂﬁéoﬁd“:’“‘b
“Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang
manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina’. Lihat, Departemen Agama RI, al-Quran dan
Terjemahnya

3! Qs. Alu ‘Imran ayat 37 berbunyi:

P - o NE

U)) LA.L,& .,\ng_)\fujl D;JLG.A.,[.OJ.;-SLA.K \.J;)/Lé.l.ng L‘.::D:l&él.d L@S...}‘jg“\} J)u_: L@-’) L@.L.w///

f u
“Maka Tuhannya menerimanya ( sebagal nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan
pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui
Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu
memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi
rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab”. Periksa dalam, Departemen, al-Quran.

32 1ihat dalam Wahbah, a/- Wajiz, 185

STIT Sunan Giri Bima
http://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua



FiTUA
Jurnal Studi Islam Vol. 2 No. 1 Juni 2020 | P-ISSN2721-186X | E-ISSN2721-365X | DOI 10.47625

Mujmal.

Secara bahasa, mujmal berarti kumpulan dari sesuatu tanpa memperhatikan satuan-
satuannya.”> Sedangkan dalam terminologi ushuliyyun, mujmal diartikan dengan lafadz
yang mengandung makna global serta kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat
diketahui dari pengertian lafadz itu sendiri,’* melainkan diperoleh dari penjelasan syara’
yang bersifat nagliyah.”> Terdapat banyak contoh yang dapat dikategorikan ke dalam
kelompok mujmal ini, seperti halnya lafadz shalat dan zakat yang kemudian mendapat
penjelasannya secara teknis melalui hadis nabi.

Dalam al-Quran kewajiban tentang shalat hanya dimuat tentang pernyataan yang
menunjukkan akan wajibnya pelaksanaan shalat tanpa menyebut teknis yang harus
dilakukan. Dalam hal ini, al-Quran menyebutkan inna al-shalata kanat ‘ala al-Mu’minina
kitaban mauguta’®. Sedangkan mengenai zakat, Allah hanya menyebutkan khud min
amwalihim shodagatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha]' atau dalam ayat yang lain
disandingkan dengan penyebutan shalat seperti wa agim al-shalat wa atu al-zakata.™

Untuk menjelaskan kemujmalan mengenai shalat dan zakat ini, maka hadis nabi
sebagai fungsi penjelas terhadap kandungan al-Quran menjadi sumber operasionalnya.
Mengenai waktu shalat subuh misalnya, nabi menjelaskan bahwa ukurannya adalah kira-
kira selama membaca lima puluh atau enam puluh ayat dari waktu sahur.”’ Sedangkan
dalam hal operasional zakat, misalnya terkait dengan ukuran yang harus dikeluarkan dalam

zakat fitrah nabi menjelaskannya dengan satu sha’. 40

* Satria, Ushul, 221

* Satria, Ushul, 228

3% Wahbah, al-Wajiz, 185

3% Qs. Al-Nisa: 103

%7 Qs. Al-Taubah: 103

3% Disebutkan antara lain dalam surat al-Baqarah: 43, 83, 110

%% Hadis ini dirwayatkan oleh imam Bukhari dalam kitab Shahihnya juz II halaman 477. Lihat dalam,
al-Maktabah al-Syamilah (http://www. Shamela.ws)

Eif | sSUall )1 paE - L A aa 15508 2 ABS el (1 35 & el G 5308 (e 2k DA 06 aale () ke R
A - e 3 Ol 59 08 g
%0 Hadis tersebut diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab Shahihnya juz 6 halaman 252. Lihat
dalam, al-Maktabah

Cﬁbundﬂ.«écubsdlﬁ d.bsmj ﬁw&bh;cdﬂbbh‘ﬂbé&uww}www&m\A.tn\.ud;
LSAJ\}‘)SJA.\G}‘);JSGJQ)MLJALGLA)\)AJL)ALQLALFU\&Qu@)w\)hﬂ\a&)ua\)ﬂ-h@-ﬂ\d}u)u\)&w‘
bl Gpa
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Mutasyabih

Suatu lafadz dikatakan mutasyabih manakala lafadz tersebut memiliki tunjukan
makna yang samar serta tidak terdapat garinah yang dapat menunjukkan terhadap makna
yang dikehendaki,”' sehingga terhadap lafadz yang mutasyabih ini tidak ada yang bisa
mengetahuinya kecuali Allah Swt.* Selain itu, lafadz-lafadz yang mutasyabih ini sama
sekali tidak terkait dengan masalah-masalah hukum yang bersifat syar’iyah ‘amaliyyah.*

Contoh yang dapat digolongkan sebagai lafadz yang mutasyabih adalah huruf-huruf
mugqata’ah serta ayat-ayat ushuliyah-‘aqidiyah yang antara lain dapat disebutkan di bawah
ini: a) Huruf-huruf muqata’ah yang terangkum dalam ungkapan Nassun Hakimun Qatiun
Lahu Sirrun, b) Ayat-ayat Ushuliyah-‘Aqidiyah seperti yang terdapat dalam surat al-Fath:
10,* surat Hud: 37,* al-Mujadalah: 7.%°
Sebuah “Catatan”

Dari uraian-uraian di atas mengenai kajian terhadap lafadz dari sisi kejelasan dan

ketidak jelasan terhadap dalalah yang ditimbulkannya terdapat beberapa poin yang dapat

*! Dahlan, Ushul, 258
2 Satria, Ushul, 228
* Wahbah, al-Wajiz, 187; Khallaf, llmu, 138
4 Surat al-Fath: 10
e & Lw&@ LB e o aul G5 BT 8 2 ol W) BB il O

e 2 s A e s
“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada
Allahf1396]. tangan Allah di atas tangan mereka, maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia
melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka
Allah akan memberinya pahala yang besar”

* Surat Hud: 37

“Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan pez‘unjuk Wab yu Kaml, dan ]angan]a]] ](amu bicarakan
dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu; Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan”

46 al-Mujadalah: 7

Ao

3o ) 2 2 50 S 5 o e Ll T s ot G U ol 951 5

(\J-C ;st Jg.);\i)‘ Q\ w‘ ry \)lf‘ LAJ/O.@.&-A.L’ (..J lyKLAUJT).@.’.A}A \“#‘ Y)G,U’JU.A d)‘ [ 6.;,1;9\.;

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di

bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan

antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang

dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia

akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui segala sesuatu”
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dijadikan sebagai “catatan” tambahan. Mengacu pada term nash dan dzahir yang secara
kategorik keduanya mengacu pada metode pemahaman yang berbeda sehingga berakibat
pada lahirnya pemahaman yang berbeda pula. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan
ayat al-Quran memang bersifat multi interpretatif sehingga satu ayat yang sama dengan
metode yang berbeda akan melahirkan kesimpulan yang berbeda pula. Barang kali karena
memang al-Quran sebagaimana dikatakan oleh Thabathaba’i memiliki aspek lahir dan aspek
batin.?’

Aspek lain yang menarik dari term nash adalah penggunanaan indikator yang
diharapkan dapat menunjukkan makna yang dikehendaki oleh sebuah redaksi sebagaimana
telah dicontohkan di atas, ternyata membuka peluang yang begitu besar untuk
menggunakan alat bantu pemahaman semacam asbab al-nuzul dari sebuah ayat, baik yang
sifatnya mikro ataupun asbab al-nuzul yang sifatnya mikro. Contoh yang terdapat pada
surat al-Baqarah yang berbunyi wa ahalla Allahu al-bai’a wa harrama al-Riba selain
dipahami dari qarinah yang terdapat pada ayat yang sama yaitu dzalika biannahum qgalu
innama al-bai’u mithl al-riba sehingga diperoleh pemahaman bahwa disamping
pengharaman terhadap praktek riba, ayat tersebut juga sebagai bantahan terhadap orang
kafir yang menyamakan antara riba dan jual beli, sebenarnya juga dapat dipahamai melalui
asbab al-nuzul yang bersifat makro yang memang menunjukkan bahwa praktek perdagangan
pada masyarakat jahiliyah menjadikan penarikan keuntungan dari sistem utang-piutang
(baca: riba) seakan telah mengakar dan menjadi adat istiadat, sehingga turunlah ayat yang
secara bertahap merupakan pesan persuasif al-Quran dalam mengharamkan riba.*®

Begitu pula pada ayat 3 surat al-Nisa, pemahaman akan larangan menikah melebihi
empat orang perempuan selain bisa diperoleh melalui qarinah yang bersifat limitatif pada
ayat tersebut sebenarnya juga bisa melalui pemahaman terhadap asbab al-nuzul yang
berkaitan dengan ayat tersebut yang secara tegas berkaitan dengan laki-laki yang hendak

menikah lebih dari empat orang. *’

4" Ahmad Baidowi, Mengenal Thabathaba’i dan Kontroversi Nasikh Mansukh (Bandung: Nuansa,
2005), 57

* Lihat dalam, Ali Sodiqin, Antropologi al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Budaya (Jogjakarta:
Ar-ruzz Media, 2008), 126. Menurut Sodiqin, wrutan pesan al-Quran yang dimaksudkan sebagai larangan
terhadap riba tersebut dalam al-Quran surat al-Rum: 39, kemudian al-Baqarah: 275-276 dan 278-279 dan
selanjutnya surat Alu ‘Imran: 130, lihat dalam, ibid.

* Asbab al-nuzul dari ayat tersebut sebagaimana dipaparkan oleh Thabari dalam kitab tafsirnya juz 7
hal. 535 (lihat dalam, a/-Maktabah) adalah sebagai berikut:
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Sementara pada ayat 7 surat al-Hasyr, pemahaman bahwa ketundukan yang dimaksud
pada ayat tersebut adalah dalam hal perolehan harta rampasan dapat dipahami dari asbab al-
nuzulnya yang memang menunjukkan bahwa ayat 7 ini merupakan kelanjutan dari ayat 6
surat al-Hasyr yang berbicara tentang Fai>*’, sedangkan ayat tersebut menurut ibnu ‘ Asyur
diturunkan oleh Allah terkait dengan kasus Fai’.”' Dengan demikian maka semakin tampak
urgensi pendekatan asbab al-nuzul dalam memahami suatu ayat.

Persoalan lain yang perlu diberikan sebuah catatan adalah menyangkut hukum dari
lafadz yang tergolong ke dalam wuduh al-dilalah min nahiyat al-Mufassar sebagaimana
dikemukakan dalam wuraian sebelum ini, dengan tegas dikatakan bahwa hukum
mengamalkannnya adalah wajib sesuai dengan pengertian yang ditunjuk oleh dalalahnya.
Contoh yang telah dikemukakan adalah mengenai sanksi bagi pezina yaitu didera sebanyak
seratus kali, barangkali sanksi bagi pencuri yakni potong tangan>> maupun pembagian harta
warisan™ juga dapat dimasukkan ke dalam contoh mufassar ini karena hukuman bagi
pencuri maupun pembagian harta warisan ini telah dijelaskan secara rinci oleh al-Quran,
sehingga persoalan ini bisa dikatakan sebagai hukum yang qat’i, maka konsekuensinya
tentu saja tidak boleh dilakukan sebuah ijtihad terhadapnya. Namun kenyataan yang ada,
sering kali hukuman yang telah ditegaskan oleh al-Quran secara mufassar ini tidaklah
diberlakukan sebagaimana bunyi ayatnya. Hukuman terhadap pencuri maupun pezina bukan
lagi potong tangan ataupun dera, begitupun dengan pembagian harta warisan, tidak sedikit
yang terjadi adalah pembagian secara merata atau bahkan sebaliknya, justru perempuanlah

yang lebih banyak mendapatkan bagian.

Il Le 1 5aSld il ) ghanss VT 88 o) ™Al 8 3 A jSe e cdllans e pa sl sl Whaa 1 (5 pud) o alia Las
d}m M\JM‘JU‘M\J@JY‘C}J“JAJMUIS d\s‘"(,SJLM\«_\Sl.aujlah\jalﬂmﬁ!\?.\s;ulﬁzbjju).a}‘;mg,w\w
V) B8 sn s i O Vsed a5 i Ay Jle 218 €030 7 5 35 WS 5 O (imday WY

*% Fai’ ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran, sedangkan jika
diperolehnya melalui pertempuran, maka dinamakan ghanimah. Lihat footnote 1466 dalam, Departemen, al-
Quran.

*! Ibnu ¢ Asyur, al-Tahrir wa al-Tanwir Juz 14 hal. 489 (al-Maktabah)
>? Sebagaimana terdapat dalam surat al Maidah ayat 38:
,&;;‘;ﬁ) B 22 9SS LIS L gl |Mu43)u|)d)ul,

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana’.

53 Lihat dalam surat al-Nisa: 11
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Pemberlakukan hukum-hukum yang di satu sisi dianggap “melanggar” aturan yang
qat’i ini, sebenarnya mengantar kepada kita untuk memberikan tipologi terhadap keqat’ian
sebuah lafadz, disamping qat’i al-wurud dan dalalah, juga dibutuhkan qat’i al-tatbigiyah.
Sehingga dengan demikian terhadap ayat yang dianggap telah qat’i secara wurud dan
dalalah, masih bisa dimasuki ruang ijtihad terhadap persoalan tatbignya, sehingga ayat-ayat
al-Quran tidak hanya semacam komposisi “benda mati” yang tidak dapat dipahami secara
lokalitas.

Selanjutnya adalah permasalahan tentang khafi yang secara terminologis dikatakan
sebagai lafadz yang secara dzatnya telah menunjuk kepada makna yang jelas namun ia
menjadi samar ketika dikaitkan dengan sebuah konteks yang berbeda. Mengacu pada
definisi ini, tentu saja terma-terma yang disebut dalam al-Quran sebagai sebutan yang
bersifat definitif terhadap suatu hal akan menjadi samar dan perlu dipertanyakan kembali
jika terma tersebut digunakan untuk menyebut sebuah terma di luar konteks turunnya al-
Quran berabad-abad yang lalu. Term zina misalnya tentu saja yang dimaksudkan
sebagaimana tersebut dalam surat al-Nur ayat 2 adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke
dalam kemaluan perempuan dengan “bendanya” itu sendiri dan tidak disebabkan karena
adanya syubhat.”* Dari sini, maka term zina pun menjadi khafi manakala ia dikaitkan
dengan persetubuhan yang —misalnya dengan menggunakan alat kelamin buatan — atau
dengan melipat kemaluan seorang laki-laki. Bagitu pula contoh pencurian yang dalam kitab-
kitab ushul biasanya diartikan sebagai pemindahan harta milik orang lain yang dilakukan
secara sembunyi-sembunyi akan menjadi khafi manakala dikaitkan dengan kasus korupsi
yang justru “merampoknya’ dilakukan secara berjamaah.

Dari sini maka sebenarnya dibutuhkan adalah redefinisi terhadap terma-terma yang
tidak lagi mampu menampung aneka kasus kekinian, bahkan tidak hanya berhenti di situ,
pendekatan terhadap teks melalui kajian wuduh dan ghairu wuduh al-dilalah yang dalam

istilah al-Jabiri dikategorikan ke dalam bentuk epistemologi bayani>> tidak dapat digunakan

** Definisi tersebut dapat dilihat dalam Taj al-*Arus juz 1 hal. 8. 420. lihat dalam a/-Maktabah. Dalam
kitab tersebut dijelaskan bahwa zina adalah (¢l dgad oo JA Almy o jne 7t Addiall 230

> Dalam studinya terhadap struktur penalaran dalam khazanah keilmuan Islam, Abid al-Jabiri melalui
karyanya, Bunyat al-‘Aql ‘Arabi, menyimpulkan bahwa struktur keilmuan yang berkembang dapat dipilah ke
dalam tiga kategori epistemologis yaitu epistemologi bayani, ‘irfani dan burhani. Bagi Abid, epistemologi
bayani dimaksudkan sebagai studi filosofis terhadap struktur pengetahuan dengan menempatkan teks sebagai
suatu kebenaran mutlak, sementara akal hanya menempati tingkat sekunder dan hanya bertugas menjelaskan
teks yang ada. Dengan kata lain, dalam pandangan epistemologi bayani, sumber ilmu adalah teks atau
penalaran terhadap teks. Sementara epistemologi ‘irfani diartikan sebagai proses berfikir yang beranggapan
bahwa sumber pengetahuan adalah ilham dengan metode yang khas yakni kasyf yang dikembangkan oleh para
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secara berdiri sendiri namun perlu ditopang dengan pendekatan lain seperti istishlah.
Sehingga dengan menggunakan “cklektisisme pendekatan” antara bayani dan istishlahi ini
akan diperoleh kesimpulan hukum yang lebih progressif.
Dalam hal ini dapat dicontohkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-
Daruqutni dalam kitab sunan-nya yang berbunyi:
Py
Hadis ini jika dipahami melalui logika dzahir, maka jelas merupakan bentuk larangan
terhadap pengambilan organ tubuh mayat. Dengan demikian, maka terhadap seorang mayat
harus diperlakukan sebagaimana halnya orang yang masih hidup. Ini tentu saja akan
bertolak belakang dengan pendekatan istishlahi yang bisa saja membolehkan dilakukan
pengambilan terhadap organ tubuh mayat yang masih dianggap baik dan dibutuhkan
semisal untuk kepentingan praktek kedokteran, sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan
suami-istri, Susanto (66) dan Hana Rosilawati (65) yang telah membuat surat wasiat untuk
menyerahkan jasadnya kelak ketika ia meninggal dunia kepada Fakultas Kedokteran

Universitas Brawijaya Malang.57

PENUTUP
Ditinjau dari segi jelas tidaknya makna yang dikandung oleh sebuah lafadz, para
ushuliyyun membagi ke dalam dua kategori yang masing-masing memiliki bagian-bagian

tersendiri. Pertama, lafadz yang diistilahkan dengan wuduh al-dilalah, kedua, lafadz yang

sufi. Adapun epistemologi yang terakhir dalam temuan Abid adalah epistemologi burhani yang dimaksudkan
sebagai proses berfikir yang memandang bahwa sumber pengetahuan adalah akal, sehingga epistemologi jenis
terakhir ini sering kali diasosiasikan sebagai epistemologi falsafah karena selain faktor “penuhanan” terhadap
akal, rujukan epistemologi ini adalah tradisi intelektual Yunani sekelas Aristoteles. Untuk penjelasan lebih
lanjut terkait dengan epistemologi yang ditipologikan oleh Abid al-Jabiri dapat dibaca dalam, Muhammad
Abid al-jabiri, Bunyat al-‘Aql ‘Arab (Terj), (Beirut: Markaz al-Thaqafi al-Arabi, 1993), 207; Munir Che
Anam, Muhammad Dan Karl Mark (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 46; Adnan Mahmud, dkk, Pemikiran
Islam Kontemporer di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), 44. Mencermati pandangan Abid al-
Jabiri terkait dengan tiga macam epistemologi keilmuan islam di atas, maka sebenarnya untuk mengkaitkan
dengan proses penalaran dalam disiplin ushul figh hanya epistemologi bayani dan burhanilah yang dapat
dipadukan untuk menghasilkan terobosan hukum yang lebih progresif. Epistemologi bayani identik dengan
penalaran terhadap teks sebagaimana dalam term wuduh wa ghairu wuduh al-dilalah, sedangkan epistemologi
burhani dapat dikategorikan sebagai pendekatan istishlahi.

>% Imam al-Daruqutni, Sunan al-Daruqutni, juz 8 hal. 224 (al-Maktabah)
>7 Harian Pagi Surya, Sabtu 28 April 2012.
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diistilahkan dengan ghairu wuduh al-dilalah. Lafadz pada kategori pertama terbagi ke dalam
empat bagian, yaitu: dzahir, nash, mufassar dan muhkam, begitu juga lafadz pada kategori
yang kedua ini juga terbagi ke dalam empat bagian, yaitu: khafi, musykil, mujmal dan
mutasyabih.

Dari pembagian di atas, baik pembagian yang termasuk ke dalam kategori wuduh al-
dilalah maupun yang termasuk ke dalam kategori ghairu wuduh al-dilalah masih terkait
dengan pembahasan hukum-hukum yang bersifat ‘amaliyah-syar’iyah, kecuali term
muhkam dan mutasyabih yang lebih berkaitan dengan pembahasan seputar tema ushuliyah-
‘aqidiyah yang telah memunculkan aneka pandangan sebagaimana terlihat dalam
pembahasan-pembahasan mengenai teologi.

Dalam rangka menopang pendekatan bayani, wuduh dan ghairu wuduh al-dilalah
dalam disiplin ilmu ushul figh perlu dilakukan redefinisi serta eklestisisme pendekatan
sehingga ushul figh sebagai pendekatan dalam penemuan hukum islam mampu
memformulasikan hukum yang lebih progressif serta adaptif terhadap perkembangan
zaman.

Wallahu Ta’ala A’lam
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